PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 29 TAHUN 1960 (29/ 1960)

TENTANG
POKCK- POKOK PENYELENGGARAAN TRANSM GRASI

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

A D anggap perlu nmenent ukan pokok- pokok penyel enggar aan
transmgrasi sesuai dengan jiwa dan senmangat Undang-undang
Dasar 1945;

b. bahwa pokok-pokok penyel enggaraan transmgrasi itu sebaiknya

di atur dengan Undang- undang;

C. bahwa karena keadaan yang nenmaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :
Pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 30
ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar;
Mendengar
Misyawar ah Kabi net kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;
Menut uskan:
Menet apkan :

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Pokok-pokok
Penyel enggaraan Transm gr asi .

BAB |
ARTlI BEBERAPA | STI LAH.
Pasal 1.

(1) Dal am peraturan ini yang di mraksud dengan:
(a)transmgrasi ialah pem ndahan rakyat kedaerah-daerah yang

di t unj uk nmenur ut ket ent uan- ket ent uan dal am at au
ber dasar kan peraturan ini;
(b)daerah transmgrasi ialah daerah yang ditunjuk untuk

di pakai guna penyel enggar aan transm grasi,

(c)transmgrasi unum ialah transmgrasi dari daerah-daerah
tingkat | yang padat kedaerah tingkat | yang lain dan
di sel enggar akan ol eh Peneri nt ah;

(d)transmgrasi khusus ialah transmgrasi dari satu daerah
ti ngkat I kedaerah tingkat I yang lain, yang
di sel enggar akan ol eh Daer ah Gt onom yang ber sangkut an;

(e)transm grasi sedaerah ialah transm grasi dal amw | ayah satu
daerah tingkat | yang disel enggarakan oleh daerah



t er sebut ;

(f)transmgrasi spontan ialah transmgrasi yang berlangsung
atas usaha dan banyak sendiri dari yang bersangkutan
(g)transmgrasi ialah orang yang dipindahkan atau pindah ke
daerah transm grasi atas usaha dan biaya sendiri menurut

ket entuan dal am at au ber dasar kan peraturan ini.

(2) Menteri ialah Menteri yang di serahi urusan transm grasi
BAB 1| |
TUJUAN DAN POKOK- POKOK USAHA TRANSM GRASI .
Pasal 2.

Transm grasi bertujuan:

Menpertinggi taraf keamanan, kemakrmuran dan kesej ahteraan sel uruh

rakyat dan nenperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa | ndonesia

dengan j al an;

(a) Menbuka sunber-sunber alam dan nengusahakan tanah secara
teratur;

(b) Mengur angi t ekanan penduduk di daer ah-daerah  yang padat
penduduknya dan nengi si daer ah-daerah yang kosong atau tipis
penduduknya;

(c) Mengi si dan nenbangun daer ah- daer ahnya yang nenpunyai arti vita
sehingga tercapainya tingkat ketahanan bangsa yang |ebih

tinggi dalam segala bidang penghi dupan, dal am rangka
penbent ukan nmasyarakat sosialis Indonesia yang adil dan
maknur .
BAB |1 |
KEBI JAKSANAAN PCLI TI K TRANSM GRASI
Pasal 3.

(1) Kebijaksanaan politik transm grasi ditetapkan ol eh Penerintah
dan di | aksanakan ol eh Menteri .

(2) Untuk nenberikan pertinbangan-pertinbangan/usul-usul kepada
Pener i nt ah dal am nenent ukan kebi j aksanaan politik transm grasi
dan kepada Menteri dal am hal pel aksanaan kebij aksanaan politik
transm grasi tersebut, dapat dibentuk suatu Dewan Perti nbangan
Transm grasi .

Pasal 4.

(1) Penbentukan Dewan Pertinbangan Transm grasi dan pengangkatan
serta penberhentian anggota-anggotanya dilakukan dengan
keput usan Presi den;

(2) Dewan Pertinbangan Transm grasi terdiri atas:

(a) Menteri sebagai Ketua nerangkap anggot a.

(b) Menteri Dal am Negeri dan Otonom Daerah sebagai anggot a.
(c)Menteri Agraria sebagai anggot a.

(d) Menteri Pertani an sebagai anggot a.

(e) Menteri Pekerjaan Unum dan Tenaga sebagai anggot a.



f)Menteri Wusan Veteran sebagai anggot a,

g) Menteri Kesehat an sebagai anggot a.

h) Ment eri Per buruhan sebagai anggot a,

i)Menteri-nenteri lain yang dipandang perlu oleh Penerintah
sebagai anggot a.

(3) Menteri dapat nenunjuk ahli-ahli sebagai penasehat Dewan
Per ti nbangan Transm grasi .
BAB |V
KETENTUAN- KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYEL ENGGARAAN
TRANSM GRASI
Pasal 5.

(1) Penyel enggaraan transm grasi unmum di pi npi n ol eh Menteri
dengan kerja-sama dengan Menteri-nenteri |ain dan Kepal a
Daer ah yang bersangkut an, nmenurut ketentuan-ketentuan dal am
atau berdasar kan peraturan ini

(2) Penyel enggaraan transm grasi khusus dan transm grasi sedaerah
di | akukan ol eh Kepal a Daerah Ti ngkat | nenurut ketentuan-
ket entuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan
Peneri nt ah.

Pasal 6.

(1) Kebijaksanaan penyel enggaraan transm grasi ditujukan kepada
terl aksananya transm grasi spontan dan teratur dan dal am
jum ah yang sebesar - besarnya.

(2) Dal am nenj al ankan kebi j aksanaan tersebut dal am ayat
(1), Penerintah nendorong dan nenpergi at terciptanya suatu
ger akan transm grasi.

(3) Kepada transm grasi spontan di berikan fasilitet-fasilitet
ol eh Penerintah, yang akan ditentukan dan diatur ol eh
Menteri.

(4) Untuk nenyel enggarakan usaha transm grasi spontan orang atau
organi sasi swasta menerl ukan izin Menteri.
(5) Penberian ijin sebagai di maksud dal am ayat (4) pasal in
dengan syar at - syaratnya di atur ol eh Menteri.

Pasal 7.
(1) Penerintah dapat nenentukan sesuatu daerah sebagai daerah
transm grasi, setelah nmendengar pertinbangan Dewan
Perti mbangan Transm grasi dan Kepal a Daerah yang
ber sangkut an.

(2) Hal -ikhwal nmengenai bertenpat tinggal di daerah transm grasi



di atur ol eh Kepal a Daerah Ti ngkat | setel ah nendengar
perti nbangan- perti nbangan dari badan sebagai termaksud dal am
pasal 12 jo. pasal 14.

(3) Masal ah- masal ah nengenai hak-hak atas tanah di daerah yang
di t ent ukan sebagai daerah transm grasi disel esai kan ol eh
Penmeri nt ah Daerah Tingkat | bersama-sama dengan | nspeksi
Agraria dan instansi-instansi |lain setenpat yang
ber sangkut an.

(4) Seluruh atau sebagi an dari hasil hutan yang nungki n ada
di daerah transmgrasi, oleh Menteri atas pertinbangan Kepal a
Daer ah Ti ngkat | yang bersangkutan, dapat di nyatakan
di perunt ukan bagi kepentingan transm grasi.

(5) Hal -ikhwal nengenai penggunaan hasil hutan tersebut diatur
ol eh Menteri

Pasal 8.

Ket ent uan nengenai penggunaan tanah di daerah transm grasi dan
penyel esai an nengenai hak-hak atas tanah tersebut yang akan
di beri kan kepada kel uarga transm gran, ditetapkan ol eh Menter
ber sama- sama dengan Menteri Agraria dan Menteri Dal am Negeri dan
O onom Daerah nmenurut atau sesuai dengan hukum tanah yang
ber | aku.

Pasal 9.

Sel ain dari yang ditetapkan dal am pasal 8, kepada transm gran
dapat di beri kan bantuan nmenurut peraturan dari Menteri.

Pasal 10.

Sesuai dengan tujuan transm grasi tersebut dal am pasal 2,
di daerah transm grasi di adakan usaha-usaha penbangunan nenur ut
rencana yang di susun ol eh Peneri nt ah

BAB V

KETENTUAN- KETENTUAN UMUM MENGENAI PENYEL ENGGARAAN
TRANSM GRASI UMUM

Pasal 11.

(1) Yang dapat ditransm grasi kan ialah tiap warga negara
I ndonesi a yang menenuhi syarat-syarat yang ditetapkan ol eh
Menteri, satu dan | ain dengan nengi ngat ket entuan dal am ayat
(2) pasal ini.

(2) Pem ndahan transm gran dil akukan dengan ber pedoman kepada
urut an kepentingan gol ongan sebagai beri kut:

(a) petani yang tidak nmenpunyai tanah sendiri;

(b) buruh tani yang nenghendaki menpunyai tanah sendiri;

(c) petani yang nenpunyai tidak |ebih dari satu hektar;



(d)murid-murid |ulusan perguruan pertanian dan kursus-kursus
pendi di kan pertani an, | atihan pertanian dan lain-lain
vak;

(e)orang-orang yang tel ah nelalui dinas mliter dan yang sudah
siap disalurkan kemasyarakat diluar ketentaraan untuk
di transm gr asi kan;

(f)veteran-vetaran pejuang kenmerdekaan Republik I ndonesia yang
sudah si ap di sal urkan kemasyarakat unt uk
di transm gr asi kan;

(g) orang-orang pengungsi sebagai aki bat kekacauan dal am
daer ahnya;

(h)orang-orang | ain yang di anggap perlu oleh Menteri

(3) Kepada transm gran ternmaksud pada ayat (2) pasal ini
di beri kan penerangan pendahul uan nengenai tujuan
transm grasi seperti tercantum dal am pasal 2.

(4) Dengan nenyi npang dari ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini, pem ndahan dapat dil akukan terhadap suatu
kesat uan masyar akat dal am kesel ur uhannya sepanj ang
masyar akat tersebut nenurut ikatan sosial-ekonom s dan
kebudayaan mner upakan kesat uan.

(5) Atas perm ntaan Kepal a Daerah Tingkat | di mana ada daerah
transm grasi dan setel ah nendapat pertinbangan dari Kepal a
Daerah Tingkat Il yang bersangkutan, penduduk asli
sel uruhnya at au sebagi an dari satu atau beberapa daer ah,

ol eh Menteri dapat ditenpatkan sebagai transm gran umum

Pasal 12.

Unt uk nenbantu Menteri dal am penyel enggaraan transm grasi, di
Penmeri nt ah Pusat dan di Daerah di bentuk Badan Koor di nasi
Penyel enggara Transm gr asi .

Pasal 13.

Pembent ukan Badan Koordi nasi Penyel enggara Transm grasi Pusat,
penet apan tugas dan | apangan pekerjaannya dan pengangkatan serta
penber henti an anggot a- anggot anya di | akukan dengan keputusan
Menteri Pertama.

Pasal 14.
(1) Penbent ukan Badan Koordi nasi Penyel enggaraan Transm gr asi
di daerah serta penetapan tugas dan | apangan pekerjaannya

di atur dengan peraturan Menteri.

(2) Pengangkat an dan penberhenti an anggot a- anggot a badan tersebut
dal am ayat (1) dil akukan dengan keputusan Menteri

Pasal 15.

(1) Penyel enggaraan transm grasi di biayai dari anggaran bel anja



negara dan | ain dana yang di setujui ol eh Menteri.

(2) Menteri-nmenteri yang diserahi tugas dal am bi dang
penyel enggaraan transm grasi, nencantunkan dal am anggaran
bel anj a Departenennya masi ng- masi ng bi aya pekerjaan yang
di perl ukan untuk nmenunai kan tugas tersebut.

Pasal 16.

(1) Setel ah suatu daerah transm grasi dal am pertunbuhan dan
per kembangannya nencapai suatu taraf yang | ayak yang
menungki nkan berdiri dan berjalan sendiri, nmaka Menteri atas
usul Dewan Pertinbangan Transm grasi nenyat akan daerah
tersebut tidak |agi nenjadi daerah transm grasi dan
nmenyer ahkan segal a urusan dan tanggung-j awab kepada
Penmeri nt ah Daerah Tingkat | yang bersangkut an.

(2) Terhitung sejak tanggal kel uarnya pernyataan Menteri sebagai
di mmksud dal am ayat (1) pasal ini, transm gran dari daerah
yang ber sangkutan berhenti dal am kedudukannya sebagai
transm gran.

(3) Hal-hal |ain yang nenyebabkan seorang transm gran kehil angan
kedudukannya sebagai transm gran, diatur |ebih |anjut ol eh
Menteri .

BAB VI
KETENTUAN- KETENTUAN Pl DANA.
Pasal 17.

(1) Barangsi apa nel anggar ketentuan tersebut dal am pasal 6 ayat
(4) di hukum dengan hukuman kurungan setinggi-tinggi nya 6
(enam) bul an atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 20. 000, -

(2) Peraturan Penerintah untuk nel aksanakan Per at uran Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang ini dapat nmenuat ancaman hukuman
kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda
sebanyak- banyaknya Rp. 10. 000, -

(3) Tindak pidana tersebut dalamayat (1) dan ayat (2) pasal ini
di anggap sebagai pel anggar an.

(4) Apabila yang berbuat tindak pidana. tersebut dalam ayat (1)
dan ayat (2) pasal ini badan hukum nmaka tuntutan ditujukan
t er hadap anggot a- anggot a pengurusnya dan badan hukum
t er sebut dapat di bubarkan.
BAB VI |
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 18.



(1) Peraturan-peraturan dan ket entuan-ketentuan nmengenai
penyel enggaraan transm grasi yang pada saat berl akunya
peraturan ini masi h berlaku dan tidak bertentangan dengan
peraturan ini, tetap berlaku sel ama bel um di ubah, ditanbah
at au di cabut dengan peraturan baru.

(2) Badan Koordi nasi Penyel enggara Transm grasi yang tel ah
di bent uk berdasar kan Peraturan Penerintah No. 56 tahun 1958,
di anggap sebagai Badan Koordi nasi Penyel enggara Transm grasi
yang di bent uk berdasar kan peraturan ini.

(3) Menteri nenyesuai kan bentuk, susunan, tugas dan | apangan
pekerjaan badan tersebut dal am ayat (2) dengan ketentuan-
ket ent uan dal am at au ber dasar kan peraturan ini.

BAB VI I |
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 19

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republi k | ndonesi a.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1960.

Presi den Republik Indonesi a,
ttd
SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1960.
Ment eri  Kehaki man,
ttd
SAHARDJ Q.

PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG
No. 29 TAHUN 1960
t ent ang
POKOK- POKOK PENYEL ENGGARAAN
TRANSM GRASI

UMUM

D wakt u Undang-undang Dasar Senentara 1950 nasi h berl aku



maka ket ent uan-ket entuan tentang pokok-pokok penyel enggaraan
transm grasi diatur didal am Peraturan-peraturan Penerintah No. 56
t ahun 1958 dan No. 13 tahun 1959.

Sesudah Undang-undang Dasar 1945 berl aku | agi nmaka nengi ngat
pentingnya transm grasi antara | ain bagi pekerjaan dan
penghi dupan tiap-tiap warga- negara, dal am penbel aan Negara dan
unt uk kemakmur an rakyat, sebagai mana termaksud dal am pasal - pasal
27 ayat (2), 30 ayat (1) dan 33 ayat (3) Undang-undang Dasar,
ki ni di pandang perlu untuk nmencant unkan ket ent uan-ket entuan
t ent ang pokok- pokok penyel enggaraan transm grasi di dal am sebuah
Undang- undang.

Sel ain nencakup materi dari pada Peraturan-peraturan Pene-
rintah No. 56 tahun 1958 dan No. 13 tahun 1959 yang dal am
Undang-undang i ni di sesuai kan dengan jiwa dan semangat Undang-
undang Dasar 1945, di pandang perl u untuk mencantunkan juga
di dal ammya beber apa ket entuan baru nmengenai kegi at an- kegi at an
yang di sel enggar akan ol eh orang-orang atau organi sasi - or gani sasi
swasta dengan maksud untuk nenbantu orang-orang yang hendak
bertransm grasi, yang pada waktu-waktu yang bel akangan i ni
di | akukan dengan cara-cara yang nerugi kan para transm grasi
spont an khususnya dan Peneri ntah pada umummya dal am arti dapat
mengur angi kewi bawaan Peneri ntah, ol eh karena dal am usaha- usaha
t ersebut di gunakan pula istilah-istilah yang nenjadi nanma atau
sebutan dari suatu Departenen, yang nenpunyai tugas khusus
mengenai hal -i khwal transm grasi.

Unt uk nenerti bkan keadaan seperti diuraikan diatas nmaka di -
adakan sanksi - sanksi berupa ancaman- ancaman hukuman yang seti npal
(sanksi - sanksi pidana), dengan berpedoman pada persanksi an
mengenai tindak pi dana yang ada dal am K. U. H. P.

Dal am kej adi an- kej adi an sebagai mana di meksudkan di at as
nanpak adanya unsur-unsur peni puan, penerasan, neni nggal kan orang
yang mener| ukan pertol ongan dan sebagai nya.

Kej ahat an nel akukan peni puan, penerasan dan neni nggal kan
orang yang nenerl ukan pertol ongan di ancam dengan hukuman penj ara
yang berselisih dari 2 tahun sanpai 9 tahun, sedangkan
pel anggar an neni nggal kan orang yang nenerl ukan pertol ongan
di ancam dengan hukuman kurungan kurang-1ebi h 3 bulan atau denda
F. 300,- (gulden).

Mengi ngat keadaan sekarang dan nengi ngat pul a bahwa
kej adi an- kej adi an tersebut nengandung unsur-unsur konersii
j uga, maka di anggap | ayak apabila ancaman hukuman dal am
Undang-undang ini ditetapkan seberat itu (pasal 17).

Mengenai tuntutan terhadap badan hukum dengan nengi ngat azas
hukum pi dana yang ki ni berl aku, maka tuntutan tersebut ditujukan
kepada anggot a- anggot a pengurusnya; nanmun dem ki an badan hukummya
tidak luput dari suatu tindakan hukum i al ah berupa ancaman unt uk
di bubar kan.

Agar supaya tindakan penerti ban seperti dikenukakan tadi
dapat di sel enggar akan dengan segera unt uk kepenti ngan
transm grasi khususnya dan masyar akat unummya, naka peraturan in
di kel uar kan dal am bent uk Per aturan Peneri ntah Pengganti
Undang- undang.

PASAL DEM PASAL.



Pasal 1.

Daer ah- daer ah yang di anggap padat penduduknya ial ah pul au- pul au
Jawa, Madura, Bab dan Lonbok.

Transm grasi spontan ialah orang yang pergi kedaerah transm grasi
dengan usaha dan biaya sendiri dan dengan nengi ngat
ket ent uan- ket ent uan yang di adakan ol eh Peneri nt ah.

Transm grasi spontan dal am arti Undang-undang ini adalah lain

dari pada transmgran "liar" yang biasanya pergi keluar Jawa
mul a- nul a dengan maksud | ain, tetapi kenudi an masuk daerah
transm grasi untuk nenetap disana. Transmigran "liar" in

tidak dapat nmenuntut fasifitet-fasilitet yang di berikan
kepada transm gran spontan nmenurut Undang-undang i ni

Pasal 2.

Dal am pasal ini di adakan perbedaan yang tegas antara tujuan
transm grasi dan usaha untuk nencapai tujuan tersebut.

Per unusan tujuan transm grasi disesuai kan dengan Mani festo
Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Pasal 3.

Sesuai dengan keadaan ket at anegar aan sekarang maka Presi den
dengan bant uan Kabi net nenet apkan kebij aksanaan politik
transm grasi .

Dal am nel akukan wewenang t ersebut Penerintah nmenperhati kan
perti nbangan- perti nbangan usul -usul dari suatu Dewan
Perti nbangan Transm grasi.

Pasal 4.

Dal am Dewan Pertinbangan Transm grasi ikut-serta Menteri-nenter
yang | apangan pekerjaannya erat hubungannya dengan urusan
transm grasi .

Pasal 5.

Penyel enggaraan trasm grasi dil akukan secara teratur dan
terpinpin oleh Menteri yang diserahi urusan transm grasi.

Dal am pasal ini dil etakkan pula prinsip nmengikut-sertakan
Daer ah- daer ah dal am penyel enggaraan transm grasi .

Pasal 6.

(1) Dengan nenganj urkan transm grasi spontan di harapkan
adanya usaha yang dapat nengger akkan sel uruh potensi
dal am masyar akat untuk nenperbesar dan nel ancarkan
transm grasi .



(2) Untuk nenpergiat transm grasi spontan yang teratur dan
terpi npi n dal am jum ah yang sebesar-besarnya nmaka
Peneri ntah perlu nmenganbil tindakan yang nenci pt akan
dan nendorong suatu gerakan transmigrasi, antara lain
dengan nenberi kan pel bagai fasilitet.

(3)Fasilitet-fasilitet tersebut berwjud jasa-jasa dari
Pemeri nt ah unt uk menper nudah dan nmenpernurah biaya
perj al anan, nenyedi akan penondokan dan sebagai nya
dengan tidak nenberat kan anggar an bel anja Negara.

Begi tu pul a kepada transm grasi spontan dapat di berikan
beberapa bant uan berupa pi njaman yang unmummya sif at nya
kurang dari pada bantuan yang di beri kan kepada

transm gran unum

(4) Sekal i pun dem ki an maka agar supaya transm grasi spontan
dapat berl angsung secara teratur dan terpinpin nmaka
orang atau organi sasi swasta yang nenyel enggar akannya
mener | ukan izin Menteri.

(5) Cukup jelas.
Pasal 7.

Dal am nenyel enggar akan transmgrasi titik berat aktivitet ada
pada Penerintah, baik pada tingkat Pusat, maupun pada
ti ngkat Daerah.

Hal itu diperlukan dal am nenent ukan hal - hal nengenai daerah
transm grasi, tenpat tinggal, hak-hak tanah, hasil hutan dan
sebagai nya.

Pasal 8.

Agar supaya tanah yang akan di beri kan kepada transm grasi itu
menberi kan faedah sebesar-besarnya, bai k untuk transm gran-
transm gran maupun untuk masyar akat unmumya maka | uas, hak
dan penggunaan tanah itu ditetapkan bersama-sama ol eh
Menteri yang diserahi urusan transmgrasi, Menteri Agraria
dan Menteri Dal am Negeri dan O onom Daer ah.

Pasal 9.

Bant uan tersebut dapat berupa barang atau jasa, dan dapat
di beri kan secara hadi ah atau pi njaman untuk waktu tertentu
ol eh Peneri nt ah

Pasal 10.

Agar supaya para transm gran ini dal am waktu yang singkat dan
tertentu sudah dapat berdiri sendiri, maka Penerintah
menberi kepada orang-orang tersebut tanah dan bantuan
| ai nnya.



Dal am daerah transm grasi di adakan usaha-usaha penbangunan
di | apangan pertani an, penbangunan jalan, irigasi, peternakan
dan | ain-1ain.

Begi tu pul a perkenbangan industri kecil dan rumah harus nendapat
per hati an sepenuhnya dan di usahakan pasaran unt uk
hasi p- hasi| tanah penbukaan itu.

Sel ai n penbangunan di bi dang ekonom harus di penti ngkan pul a
penbangunan di bi dang sosi al, yang bukan hanya terletak dal am
| apangan pendi di kan dan kesehatan, tetapi dal am segal a
| apangan yang dapat nenberi nmanfaat, sebesar-besarnya,
seperti menmupuk tunmbuhnya per kunpul an- per kunpul an koper asi ,
menpertebal perasaan dan usaha got ong-royong dan nenggal ang

swadaya transm gran dan penduduk aseli, sehingga nereka
dapat nmenganbil inisiatip dan nengurus sendiri segal a usaha
penmbangunan.

Pasal 11.

(1) Cukup jelas.

(2) Pemerintah cq. Departenen Urusan Veteran Republik
I ndonesi a dal am nenj al ankan kewaj i bannya unt uk
menyal ur kan para Veteran Pejuang Kener dekaan Republik
I ndonesi a kenbali kemasyar akat, yang berarti nenber
kesenpat an pul a kepada nmereka itu untuk ikut-serta
secara aktif dal am usaha nmewj udkan cita-cita dan
tujuan transm grasi, sesuai dengan hasrat nurani dan
panggi | an jiwanya untuk terus-nmenerus berjuang
menber i kan darma bakti nya kepada Penerintah, nusa dan
bangsa.

@Quna keperluan tersebut Penerintah c.q. Departemen U usan
Vet eran Republ ik | ndonesi a nengadakan
per si apan- per si apan se- perlunya yang ber-uj ud
kesenpat an kepada para Veteran Pejuang Kenerdekaan
Republ i k 1 ndonesi a yang bersangkut an guna nmen- dapat kan
pendi di kan dan | ati han-dal am hal nmem |i ki kenbal i
kepri badi nnya serta nendapat kan kecakapan dan
ket angkasan kerja sesuai dengan rencana penyal urannya.

(3) Cukup jelas.

(4) Bencana al am kekacauan dal am suatu daerah dan lain-lain
kej adi an | uar bi asa kadang- kadang nungki n nmener| ukan,
bahwa suatu kesatuan masyarakat dal am kesel uruhannya
perl u di pi ndahkan dan ditenpatkan dilain daerah.

Begi tu pul a adakal anya, bahwa suatu masyarakat bangsa | ndonesi an
yang ada di negeri asing ingin pulang ketanah airnya dan
di beri penghi dupan dal am | apangan pert ani an.

Selain itu bisa pula terjadi bahwa suatu kebijaksanaan
Peneri nt ah nenerl ukan di pi ndahkannya suatu desa dal am
kesel uruhannya, unpanmanya dal am hal kekacauan dal am
suat u daerah di mana bai k anggot a- anggot a ger onbol an
maupun kor ban- kor ban kekacauan harus di pi ndahkan at au
suatu desa m nta di pi ndahkan ol eh karena sunber - sunber
penghi dupan sudah tidak nungkin di perbai ki I agi.

Dal am hal tersebut diatas jika Departenen-departenen atau



j awat an- j awat an at au i nstansi-instansi yang
ber t anggung-j awab neni nta bantuan kepada Menteri yang
di serahi Urusan Transm grasi agar masyrakat dem ki an
di transm gr asi kan dal am kesel ur uhannya maka Menteri
ber wenang unt uk nenyanpi ngkan syarat -syarat yang
di t etapkan untuk transm gran atau urutan kepenti ngan
gol ongan transm gran dan nmem ndahkan orang-orang
dem ki an dal am kesel uruhannya kesatu daer ah
transm grasi atau mmet apkan daerah transm grasi baru
bagi nmnereka.

(5) Cukup jelas.

Pasal 12.

Transm grasi dal am penyel enggar aannya nenpunyai pel bagai seg
tehni s yang nenj adi tugas dan tanggung-j awab beberapa
Departemen dan ol eh karenanya perlu
di pecahkan/ di sel enggar akan ber sanm.

Unt uk nenjam n kel ancaran kerja sama di kandung maksud agar supaya
ditiap-tiap Departenen yang nenjadi anggota Badan Koor di nasi
Penyel enggara Transm grasi di bentuk suatu seksi transm gras
tersendiri

Pasal 13.

Mengi ngat sifat interdepartenental dari Badan Koordi nasi
Penyel enggara Transm grasi itu maka tugas dan | apangan
pekerjaannya serta susunannya sel ayaknya ditetapkan ol eh
Menteri Pertama.

Pasal 14.

Ket entuan ini sesuai dengan tanggung-jawab Menteri yang di serahi
urusan transm grasi .

Adapun Ketua Badan Koor di nasi Penyel enggara Transm grasi di
Daer ah Ti ngkat | adal ah Gubernur/ Kepal a Daerah Ti ngkat | dan
di Daerah Tingkat Il adal ah Bupati/Kepal a Daerah Tingkat 11.

Pasal 15.

(1) Pengal aman nenperl i hatkan, bahwa rencana-rencana transm grasi
seringkali terbentur kepada kurangnya biaya yang di sedi akan
ol eh Penerintah, dan kurang | ancarnya penyel enggar aan
otorisasi bai k di Daerah maupun di Pusat.

A eh karenanya di anggap perl u adanya sunber-sunber |ain untuk
menanbah bi aya yang di sedi akan

Sunmber - sunber tersebut antara |ain diperoleh dengan nenbent uk
suatu "revol ving fund" yang nodal nya berasal dari
Peneri nt ah.

Sumber | ain ialah penjual an kayu-kayu dan hasil | ai nnya yang
berasal dari daerah transm grasi dan kemungki nan nendapat kan
bant uan | uar negeri .

(2) Maksud ketentuan ini ialah supaya tiap-tiap Departenen yang
menpunyai | apangan pekerjaan dal am usaha transm grasi ikut
bert anggung-j awab atas | ancarnya pekerjaan penyel enggaraan
transm grasi tersebut.



Pasal 16.

(1) Pasal ini dimksudkan untuk menentukan dengan jelas titik
per nukaan dan titi k berakhirnya sesuatu usaha transm grasi.
Per nyat aan apakah suatu daerah transm grasi dal am
per t unbuhan dan per kenbangannya sudah nencapai suatu taraf
yang | ayak ditetapkan ol eh Menteri yang diserahi urusan
transm grasi atas usul Dewan Pertinbangan Transm grasi,
sesudah nengadakan perundi ngan dengan Penerintah Daerah yang
ber sangkut an.

(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.

Pasal 17.
Ancaman- ancaman hukuman tersebut dal am pasal ini tel ah
di sesuai kan dengan ket entuan-ketentuan dalam K. U. H. P

Pasal 18.

(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.

Pasal 19.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber: LN 1960/ 86; TLN NO 2061



